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INTEGRASI PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

DI JAKARTA BARAT
Sri Kistiyah
Rochmat Martanto
A.H Farid

A. Pendahuluan

Pemerintahan era Reformasi sekarang ini, oleh Pemerintah telah
dikeluarkan gagasan Nawacita sebagai cita-cita dalam mewujud-
kanIndonesia yang berdaulat secara politis serta mandiri dalam
bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita tersebut,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional,
melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang mempunyai tanggung jawab
untuk mewujudkan perumusan kebijakan dibidang perencanaan
Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang; pelaksanaan kebijakan dibi-
dang perencanaan tata ruang, pembinaan tata ruang dan peman-
faatan ruang daerah; penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan
tata ruang dan pemanfaatan ruang; pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.

Tugas yang diberikan pemerintah pada Kementerian ini sangat
penting, strategis dalam Nawacita, mengingat perkembangan pen-
duduk yang begitu pesat meningkat, baik secara nasional maupun
regional, sehingga mau tidak mau akan terus dilakukan pem-
bangunan gedung-gedung untuk untuk memenuhi kebutuhan tem-
pat tinggal ataupun pembangunan lainnya seperti sekolah, pasar,
jalan, masjid dan sarana prasarana yang lain untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.

Sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang Pasal u (ayat 2), Pemerintah Daerah Kota mempunyai
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wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang
meliputi perencanaan Tata Ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang
wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
Perencanaan Tata Ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur
penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota. Penyusunan RTRW Kota dilakukan dengan berasaskan pada
kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, kesera-
sian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar
wilayah, baik dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya.

Dalam rangka perencanaan Tata Ruang wilayah kota, perlu
disusun Pedoman Penyusunan RTRW Kota sebagai acuan semua
pihak terkait dalam penyusunan RTRW kota, baik untuk kalangan
pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan
memanfaatkan sumber daya yang dipergunakan bagi pemenuhan
kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup manusia itu
sendiri. Manusia harus memiliki cipta, rasa, dan karsa, karenanya
manusia harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam
untuk meningkatkan kemakmuran baik untuk generasi sekarang
maupun untuk generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya
alam bagi kebutuhan generasi sekarang juga mempertimbangkan
dan memperhatikan generasi mendatang dalam memenuhi ke-
butuhannya. Sehubungan dengan itu sesuai dengan konsep
pembangunan berkelanjutan, tanah merupakan salah satu sumber
daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia,
karena hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar
tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya
bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Tanah bagi bangsa Indonesia tanah merupakan karunia Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, hubungan antara
bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Oleh karena itu tanah
harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk
masa yang akan datang. Masalah tanah adalah masalah yang
menyangkut hak rakyat yang paling mendasar. Tanah disamping
mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah
kepentingan pribadi atas tanah tersebut jika diperlukan dikorbankan
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guna kepentingan umum dengan cara pelepasan hak atas tanah
dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan
tetapi juga bisa berbentuk tanah atau fasilitas lain. Pada dasarnya,
secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada per-
orangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti
menjual miliknya, yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan
menjaga tanah selama itu dikuasainya.

Hal tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam bahwa
tanah di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai
sosial yang berarti hak atas tanah tidak mutlak. Namun demikian
negara harus menjamin dan menghormati atas hak-hak yang
diberikan atas tanah kepada warga negaranya yang dijamin oleh
undang-undang. Hal ini berarti nilai ekonomis hak atas tanah akan
berbeda dengan hak yang melekat pada tanah tersebut, dengan
demikian ganti rugi yang diberikan atas tanah itu juga menentukan
berapa besar yang harus diterima dengan adanya hak berbeda itu.
Namun demikian negara mempunyai wewenang untuk melaksana-
kan pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan baik dengan pencabutan hak maupun dengan pengadaan
tanah serta disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayahnya
secara terintegrasi.

Tata ruang atau land use adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang dimana tata ruang ini disusun secara nasional, regional dan
lokal. Maka, dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa,
Penataan ruang memiliki peran strategis dalam proses pembangunan
bangsa, baik dalam konteks lokal maupun nasional. Penataan ruang
bisa menjadi media yang tepat dalam mengarahkan bentuk dan
warna daerah yang diharapkan. Penataan ruang sangat mempenga-
ruhi kondisi daerah yang lebih baik termasuk juga bisa lebih buruk.
Sangat tepat jika Rencana Tata Ruang (RTR) dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Sama halnya dengan aspek lain,
penataan ruang juga tidak lepas dari masalah bahkan sangat
kompleks, meliputi: kerusakan lingkungan, keterbatasab infra struk-
tur, pertumbuhan ekonomi yang tertinggal hingga permasalahan
pertanahan.
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Beberapa hal yang yang menjadi perhatian dalam penyusunan

Rencana Tata Ruang antara lain:

1.

Pendekatan penataan ruang berbasiskan ekosistem merupakan
salah satu solusi yang dianggap tepat
Penataan ruang berbasiskan ekosistem melibatkan interaksi
antara kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam
dengan kemampuan daya dukung lingkungan secara serasi,
terintegrasi dan terpadu.
Penempatan zonasi kegiatan berdasarkan karakteristik kawasan
(fisik, biologi, geologis) perlu dilakukan agar tidak menimbulkan
kerusakan manfaat baik terhadap manusia maupun terhadap
alam. Kebijakan hukum pertanahan yang dilaksanakan oleh
pemerintah dalam perkembangannya meliputi, kegiatan pem-
bangunan dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah
sosial, ekonomi maupun lingkungan. Permasalahan tersebut
antara lain adalah tingginya pertumbuhan penduduk, baik yang
disebabkan oleh faktor migrasi maupun pertumbuhan alami.
Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya penggu-
naan lahan di Kawasan Perkotaan. Perkembangan yang terjadi
menunjukkan terdapatnya penggunaan lahan yang tidak sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan dan kurang memper-
timbangkan daya dukung lingkungan. Hal ini diindikasikan oleh
berkurangnya kawasan yang berfungsi lindung, konversi lahan
pertanian menjadi non pertanian dan munculnya kerusakan
lingkungan.

Beberapa fenomena yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan

Rencana Tata Ruang Kawasan adalah:

1.

Perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah. Dimana sebelum-
nya berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pemerintahan Daerah yang sekarang ini sudah dicabut dan tidak
berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Tahun Nomor
22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 dan untuk saat ini Undang-undang
yang diberlakukan tentang Pemerintahan Daerah adalah Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014, jadi sudah 3 (tiga) kali perubahan.
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2. Terjadinya perubahan berbagai kebijakan pemerintah terkait
dengan penataan ruang maupun substansinya di tingkat Nasional
yang sebelumnya berlaku UU No. 24 Tahun 1992 tentang Tata
Ruang , ini digantikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata ruang, .Sehingga,
perlu dilakukan berbagai penyesuaian dan kajian kembali
terhadap landasan hukum penyusunan RTR.

3. Munculnya tuntutan dan tantangan di masa yang akan datang
seiring dengan terjadinya paradigma baru pembangunan. Paradig-
ma baru ini menuntut terwujudnya good governance yang pada
dasarnya mengedepankan peran masyarakat melalui prinsip-
prinsip demokratisasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Sumber Daya Alam berupa tanah dan air yang ada , umumnya
dapat digunakan untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik
melalui kawasan yang terintegrasi. Sudah barang tentu degradasi
lingkungan tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, salah satu jalan
keluar untuk mengatasi kemelut terjadinya proses degradasi yang
mengancam perkotaan adalah upaya-upaya penyusunan tata ruang
secara terpadu yang berwawasan lingkungan.

Tata ruang harus disimak tidak sekedar sebagai proses penge-
lolaan perubahan lingkungan binaan dan alam semesta, melainkan
harus lebih dilihat sebagai upaya penyelesaian berbagai benturan
kepentingan yang berbeda atas pemanfaatan lahan yang semakin
terbatas. Di Daerah Khusus Ibu Kota yang merupakan Kota Metro-
politan dan kota-kota besar lainnya yang terus melakukan pem-
bangunan gedung-gedung seiring dengan meningkatnya pertum-
buhan penduduk dalam membenahi pembangunan kota menjan-
jikan harapan dan kesegaran tersendiri. Biarpun pembenahan atau
koreksi yang dilakukan sedikit lambat namun paling tidak dampak
positipnya sudah mulai terasa. Contohnya aparat yang terlibat dalam
pengelolaan perkotaan menjadi lebih hati-hati dalam perencanaan
dan pemberian ijin pembangunannya. Demikian juga yang terjadi di
wilayah Jakarta Barat yang menjadi lokasi penelitian yang merupakan
bagian dari Kota Metropolitan, yang merupakan salah satu pusat
pengembangan pariwisata, bisnis, perumahan , industri dan lain-lain,
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adalah salah satu pusat pengembangan kota Jakarta disamping
wilayah Jakarta Utara, hal ini tentunya akan berpengaruh pada faktor
kebutuhan akan tanah yang pastinya akan berpengaruh pada
meningkatnya nilai tanah yang berasal dari konversi penggunaan
tanah untuk kepentingan pembangunan, sehingga perlu penataan
ruang yang terintegrasi.

Dalam rangka mengurangi perkembangan berbagai masalah
pembangunan di wilayah Jakarta Barat, perlu ditempuh berbagai
upaya secara terintegrasi yang komprehensif dari berbagai pihak
terkait agar penyelesaian permasalahan tersebut dapat menyeluruh
dan berkesinambungan.

Salah satu persoalan yang mendasar dalam pembangunan
wilayah Jakarta Barat adalah bagaimana langkah-langkah yang
dilakukan dalam penyusunan tata ruang dan pertanahan dan
pemanfaatan ruang agar bisa terintegrasi.

Hal ini penting, mengingat peraturan berkaitan tata ruang
wilayah berada pada kewenangan instansi pemerintah yang berbeda.
Adapun tujuan dari penelitaian ini adalah:

1. Menganalisis perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan serta
pemanfaatan ruang agar bisa terintegrasi

2. Menganalisiskesiapan Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta Barat
dalam integrasi Tata Ruang dan Pertanahan

Proses tahapan pembangunan salah satunya melalui tahapan
penyusunan rancangan awal rencana pembangunan yang bersifat
teknokratik, menyeluruh dan terukur (top down). Tahap berikutnya
kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dihasilkan
masing-masing jenjang pemerintahan untuk Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja Peme-
rintah Daerah (RKPD) mulai dari tingkat Desa dan Kalurahan, Keca-
matan, Kabupaten, Kota serta Provinsi, sampai akhirnya ke tingkat
Nasional.

Hal tersebut sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
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Daerah, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010, musyawarah perencanaan pem-

bangunan yang selanjutnya disingkat Muresbang adalah forum

antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pem-
bangunan nasional dan daerah.

Musrenbang sebagai mekanisme perencanaan pembangunan
yang partisipatif, terdapat hubungan kerjasama (kolaborasi) antara
pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan fungsi komunikasi,
dan berpartisipasi sebagai karakteristik unsur-unsur penting dari
pemerintahan lokal. Agen pembangunan akan lebih responsif dalam
memenuhi kebutuhan dan mungkin dapat mempersempit kesen-
jangan sosial dan ekonomi. Dikarenakan yang tidak kalah penting
adalah bagaimana menimbulkan kesadaran elit politik maupun
masyarakat bahwa otonomi daerah merupakan representasi keku-
asaan bersama yang menjunjung tinggi pluralisme dan menghargai
perbedaan di masyarakat (Susanto,2009).

Menurut Lubis (2010), pada saat ini pembangunan banyak
mempergunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh
warga dalam proses pembangunan, yaitu sejak tahapan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi sampai ke tahapan menikmati hasil pem-
bangunan.

Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti rancangan
atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana
tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan
(apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan untuk merealisasikan
tyjuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak
dilakukan). Menurut Moekijat (1980:431-432) dalam kamus ka-
rangannya Kamus Management menyebutkan pengertian perenca-
naan, antara lain:

1. Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta
serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai
masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan meru-
muskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan.

2. Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk
mencapai suatu hal yang diinginkan.
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3. Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana
tindakan, artinya menetukan apa yang dilakukan, siapa yang
melakukan, dan dimana hal itu dilakukan.

4. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-
tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus
dicapai. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah
suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, oleh
karena itu pada hakikatnya terdapat pula tiap-tiap jenis usaha
manusia (Bintoro Tjokroamidjojo, 1987).

Albert Waresten menyebutkan bahwa perencanaan adalah
melihat kedepan dengan mengambil pilihan sebagai alternatif dan
kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan dan kegiatan yang
hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Conyers dan Hills
(Arsyad 1999:19) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu pro-
ses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan
atau pilihan-pilihan bebagai alternatif penggunaan sumber daya
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang.

Sehingga dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan
bahwa suatu perencanaan tidak lain dari susunan (rumusan) siste-
matik mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan
dimasa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
yang seksama atas potensi dan faktor-faktor eksternal, dan pihak-
pihak yang berkepentingan dalam rangka pencapaian suatu tujuan
tertentu.

Fungsi perencanaan tidak hanya pada permulaan kegiatan tetapi
bersifat menyeluruh mulai dari persiapan sampai kepada penyele-
saian, bahkan juga berguna pada pasca pelaksanaan. Untuk kebe-
naran pancapaian tujuan dapat dibedakan 3 (tiga) fungsi perenca-
naan yaitu:

a. Tolok ukur: Merupakan titik pangkal dari kegitan mengenai
peraturan waktu, pengaturan langkah-langkah, pengaturan peng-
gunaan dana dan sumber daya, dengan fungsi ini dapat di ketahui
dan di bedakan apa yang di sebut dengan salah perencanaan atau
penyimpangan, perubahan kebijaksanaan, penyesuain teknis dan
lainnya.
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b. Ketaatan atau Disiplin: perencanaan sebagai konsepsi yang
menyeluruh mengenai tujuan dan bagian-bagiannya, mengenai
cara dan langkah yang akan dilakukan, adalah juga suatu displin
yang harus di taati. Agar mencapai suatu keberhasilain maka,
fungsi perencanaan harus mencakup beberapa aspek vyaitu:
Ketaatan tujuan dan bagian-bagian serta keterkaitan satu sama
yang lain ketaatan pengorganisasian dan pertanggung jawaban
ketaatan atas asas, system, metode, dan prosedur, ketaatan
informasi dan pelaksanaan

c. Ruyjukan: di tujukan kepada masalah-masalah yang bersifat
kebendaharaan dan perencanaan tidak merupakan dua hal yang
terpisah. Bahwa pelaksanaan dan diikuti oleh monitoring dan
evaluasi. Kegiatan ini disebut dengan pengendalian, di tujukan
kepada fungsi dan manfaat yang berbeda dengan pengawasan
yang lebih administrasi.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses yang melibatkan
banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan
kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terja-
minnya kehidupan yang berkesinambungan. Penataan ruang
menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu
mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Perencanaan
tata ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masya-
rakat. Peran serta masyarakat merupakan faktor yang sangat penting
karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepen-
tingan seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-Undang nomor
24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang tentang penataan ruang
disebutkan bahwa tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas
dimaksudkan untuk:

a. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas berbudi luhur, dan
sejahtera;

b. Mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya alam dan
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumberdaya ma-
nusia;

c. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya
buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
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d. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah setra
menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;

e. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan ke-
amanan;

Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA) sebagai Hukum Tanah Nasional
menegaskan bahwa Bumi, Air, Ruang Angkasa dan Kekayaan Alam
yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh
Negara sebagai organisasi kekuasaan penjelmaan seluruh rakyat.
Selanjutnya kekuasaan tersebut dikenal dengan Hak Menguasai dari
negara (Pasal 2 (ayat 2)) yang menyebutkan bahwa negara mem-
punyai kewenangan untuk: (a) mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air
dan ruang angkasa; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hu-
bungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang
angkasa; (c¢) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hu-
kum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pengelolaan pertanahan (land management) meliputi penguasa-
an, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pengelolaan
tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya tanah untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Dalam kontek pengelolaan tanah di Indonesia,
kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah semuanya ditu-
jukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945. Kebijakan yang dilakukan dan dituangkan dalam Pasal-
pasal UUPA dalam pelaksanannya dilimpahkan pada Pemerintah
Daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pertanahan yang
selama ini dilakukan oleh Lembaga Non Kementerian yang bersifat
vertikal yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk saat sekarang
sudah terintegrasi dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional, namun pengaturannya masih di Tingkat
Pusat dan belum ditindak lanjuti ke Tingkat Daerah/Kantor Perta-
nahan di Daerah Kabupaten/Kota
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Peraturan yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja kemen-
terian ini masih berada pada tingkat pusat, yaituPeraturan Presiden
(Perpres) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan
Tata Ruang, Perpres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan
Nasional dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Struktur Oranisasi dan Tata
Kerja pada tingkat daerah masih mengacu pada peraturan yang lama,
sehingga integrasi urusan tata ruang dan pertanahan belum tercer-
min dalam struktur organisasi dan tata kerja yang ada saat ini.

Penatagunaan Tanah

Selama ini orang awam beranggapan tanah sama pengertiannya
dengan lahan. Padahal menurut konsep Geografi tanah dengan lahan
memiliki perbedaan yang mendasar.

Tanah dalam Bahasa Inggris disebut soil. Menurut Dokuchaev:
tanah adalah suatu benda fisis yang berdimensi tiga terdiri dari
panjang, lebar, dan dalam yang merupakan bagian paling atas dari
kulit bumi.

Sedangkan lahan Bahasa Inggrisnya disebut land, lahan meru-
pakan lingkungan fisis dan lingkungan biotik yang berkaitan dengan
daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup
manusia.Yang dimaksud dengan lingkungan fisis meliputi relief atau
topografi, tanah, air, iklim. Sedangkan lingkungan biotik meliputi
tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi kesimpulannya pengertian
lahan lebih luas dari pada tanah.

Tanah dalam konteks kajian geografis adalah tanah sebagai
tubuh alam yang meyelimuti permukaan bumi dengan berbagai sifat
dan perwatakan yang khas dalam proses pembentukan, keterda-
patan, dinamika dari waktu ke waktu, serta manfaatnya bagi kehi-
dupan manusia.(Junun Sartohadi, Jamulya, Nur Indah Sari Dewi: 1).

Lahan adalah permukaan bumi dengan kekayaan berupa tanah,
batuan, mineral, benda cair dan gas yang terkandung di dalamnya.
Lahan di permukaan bumi terbentang mulai dari wilayah pantai
sampai daerah pegunungan. (Gatot Harmanto: 67).
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Tanah adalah bagian kecil bentang alam yang mampu menum-
buhkan tanaman. Sedangkan lahan adalah bagian kecil dan bagian
ruang di permukaan bumi yang dapat di eksploitasi oleh manusia.

Definisi dan pengertian dari Tanah adalah kumpulan tubuh
alam bebas yang menduduki sebagian besar daratan planet bumi,
yang mampu menumbuhkan tanaman dan sebagai tempat mahluk
hidup lainnya dalam melangsungkan kehidupannya. Tanah mem-
punyai sifat yang mudah dipengaruhi oleh iklim, serta jasad hidup
yang bertindak terhadap bahan induk dalam jangka waktu tertentu.

Istilah tubuh alam bebas adalah hasil pelapukan batuan yang
menduduki sebagian besar daratan permukaan bumi, dan memiliki
kemampuan untuk menumbuhkan tanaman, serta menjadi tempat
mahluk hidup lainnya dalam melangsungkan kehidupannya.

Menurut pandangan dan pengertian yang diberikan oleh para
ahli tanah adalah sebagai berikut:

1. Tanah adalah bentukan alam, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan
dan manusia, yang mempunyai sifat tersendiri dan mencerminkan
hasil pengaruh berbagai faktor yang membentuknya di alam.

2. Tanah adalah sarana produksi tanaman yang mampu meng-
hasilkan berbagai tanaman.

Seorang Pedolog, melihat tanah sebagai lapisan kulit bumi yang
lunak dan gembur yang berasal dari batuan induk. Tanah mempunyai
lapisan-lapisan yang berbeda warna sampai ke dalam terdapat bagian
keras yang sulit ditembus disebut batuan induk.

Tanah mempunyai beberapa sifat yang menentukan kualitas
tanah seperti sifat biologi, sifat fisik dan sifat kimia. Tanah bagian
paling atas sering disebut top soil, selanjutnya ada lapisan-lapisan
dibawahnya sehingga terbentuk profil tanah.

Secara lebih rinci, istilah lahan atau land dapat didefinisikan
sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua kompo-
nen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada
di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah,
batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala
akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan
sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan
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lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa mendatang
(Brinkman dan Smyth, 1973; dan FAO, 1976).

Saat ini tanah merupakan resource yang memiliki posisi strategis
dalam kontek pembangunan nasional. Segala bentuk pembangunan
hampir seluruhnya memerlukan tanah untuk aktifitasnya. Dalam
kaitan tersebut, diperlukan upaya untuk lebih meningkatkan peran
penatagunaan tanah untuk dapat mewujudkan pembangunan yang
sustainable.

Seperti yang telah dimaklumatkan dalam Pasal 1, PP No. 16/2004
Tentang Penatagunaan Tanah, yang dimaksudkan penatagunaan
tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang
meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang
berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelem-
bagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesa-
tuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Penata-
gunaan tanah ini merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabu-
paten/Kota yang telah ditetapkan seperti tercantum pada pasal 3
mengenai tujuan dari penatagunaan tanah. Dari sini dapat kita telaah
bahwasanya, penatagunaan tanah merupakan ujung tombak dalam
mengimplementasikan RTRW di lapangan. Hal ini didasarkan bah-
wa, dalam setiap jengkal tanah, pada hakekatnya telah melekat hak
kepemilikan tanah. Sehingga untuk mewujudkan RTRW dalam
setiap jengkal tanah mau tidak mau harus berinteraksi dengan
pemegang hak atas tanah tersebut.

Posisi penatagunaan tanah juga semakin jelas seperti yang
termaktub dalam Pasal 33 UU No.26/2007, Tentang Penataan Ruang,
dimana pemanfaatan ruang mengacu pada rencana tata ruang yang
dilaksanakan dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, dan
penatagunaan udara. Pada hakekatnya, tanah sebagai unsur yang
paling dominan dalam penataan ruang, telah dilandasi dengan PP,
memiliki peran yang paling strategis dalam mewujudkan penataan
ruang. Namun demikian, penatagunaan tanah belum begitu dilibat-
kan dalam proses penyusunan, implementasi maupun pengawasan
penataan ruang. Menurut saya, proses penataan ruang di Indonesia
saat ini memang pada level yang bervariasi. Namun demikian, secara
umum dapat dilihat bahwa, penataan ruang masih bergerak dilevel
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dasar, yaitu proses euphoria penyusunan tata ruang. Hal ini terbukti
dari banyaknya tata ruang yang tidak dilaksanakan di lapangan. Seha-
rusnyalah, mulai sekarang, kita bersama-sama harus lebih memi-
kirkan juga bagaimana implementasinya di lapangan.

Penatagunaan tanah memiliki dua peran utama dalam mewu-
judkan rencana tata ruang guna kepentingan masyarakat secara adil.
Pertama, peran secara makro, penatagunaan tanah bersama-sama
dengan instansi lain baik pusat maupun daerah, bekerja sama untuk
merumuskan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan penataan ruang. Hal ini terwujud dalam pembentukan
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) maupun
didaerah (BKPRD). Perlu diketahui bahwa sampai dengan hari ini,
penatagunaan tanah yang diemban oleh Badan Pertanahan Nasional
(Direktorat Penatagunaan Tanah), masih merupakan instansi verti-
kal. Kondisi ini lebih memudahkan kontrol maupun koordinasi
antara penatagunaan tanah nasional maupun daerah. Selain itu pena-
tagunaan tanah juga bertugas untuk menyusun neraca penatagunaan
tanah. Di dalam neraca ini terdapat evalusai kesesuaian RTRW
dengan penggunaan tanah saat ini, serta ketersediaan tanah untuk
pembangunan didasarkan pada RTRW, penggunaan, dan penguasa-
an tanah. Neraca ini tentunya sangat berguna dalam revisi dan
evaluasi RTRW.

Peran penatagunaan tanah di level mikro adalah implementing
penatagunaan tanah pada administrasi pertanahan. Di sini peran
penatagunaan tanah semakin jelas karena secara langsung terlibat
dalam proses administrasi pertanahan. Proses administrasi perta-
nahan yang dimulai dari penerbitan hak, pemindahan hak, pelepasan
hak, dan lain-lain, kesemuanya harus mengacu pada rencana tata
ruang wilayah. Dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah, dapat
ditempuh melalui penataan kembali, upaya kemitraan, dan penye-
rahan dan pelepasan hak atas tanah kepada negara. Dalam hal pem-
binaan dan pengendalian penatagunaan tanah dapat ditempuh mela-
lui pemberian insentif dan disinsentif.
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Perencanaan Pertanahan

Dalam melakukan pembangunan dalam suatu wilayah, antara wila-

yah satu dengan lainnya, mempunyai karakteristik yang berbeda, hal

ini tergantung dari potensi wilayah masing-masing yang akhirnya
menimbulkan berbagai bentuk hubungan keruangan antar wilayah

(individual places) yang kemudian mendorong saling ketergantungan

antara wilayah (interdependency of places) satu dengan wilayah

lainnya. Ketergantungan inilah yang akhirnya menjadi penyebab
pengembangan wilayah (Sutaryono,2007).

Perkembangan wilayah merupakan kebutuhan yang terus ber-
langsung, mengingat peningkatan pertumbuhan penduduk yang
terus melaju diikuti aktifitas penduduk dan proses urbanisasi, ditan-
dai dengan terbentuknya pasar-pasar dan pusat-pusat baru yang
menimbulkan perubahan dalam wilayah-wilayah pelayanan dan
perlu dilakukan penyempurnaan dalam pembagian kawasan pem-
bangunan secara menyeluruh.

Selanjutnya menurut Sutaryono (2007) perkembangan wilayah
yang tidak terkendali (unmanaged growth), dapat memberikan dam-
pak negatif yang kontraproduktif dengan upaya mewujudkan sus-
tainable development. Untuk itu, agar perkembangan wilayah dapat
terkendali maka Rencana Tata Ruang Wilayah hadir sebagai guidence
dalam pembangunan wilayah.

Dalam konstelasi perencanaan pembangunan wilayah, penataan
ruang memiliki spesifikasi khusus yang harus diperhatikan oleh sege-
nap stake holder yang mempunyai kepentingan terhadap peman-
faatan dan keberlanjutan pemanfaatan ruang, mengingat:

1. Penataan ruang berkaitan dengan berbagai masalah kehidupan
yang sangat komplek, baik ekonomi, politik maupun sosial ke-
masyarakatan bagi segenap anggota masyarakat yang memiliki
kepentingan berbeda-beda.

2. Penataan ruang merupakan sebuah aktivitas yang harus direnca-
nakan secara matang oleh semua stake holder yang berkepen-
tingan terhadap ruang sertam empunyai kompetensi di bidang
perencanaan.

3. Penataan ruang merupakan basis bagi kegiatan pembangunan
yang berpijak padaruang.
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4. Penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh pihak yang ber-
beda-beda, sehingga implementasinya memberikan peluang
munculnya hasil yang berbeda pula.

5. Hasil dari perencanaan ruang hanya dapat dilihat dalam jangka
waktu yang relatif lama (10, 15 atau 25 tahun kedepan), sehingga
tidak memungkinkan dilakukan inovasi ataupun revisi/penin-
jauan kembali secara cepat.

6. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang harus dila-
kukan secara intensif agar tidak menyimpang dari tujuan dan
dapat segera dilakukan evaluasi apabila ditemukan sesuatu yang
mengindikasikan sebuah penyimpangan.

Secara regulatif, hal di atas juga sudah diamanahkan dalam UU
26/2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No 15
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menye-
butkan bahwa kegiatan Penataan Ruang meliputi perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Esensi ketiga
ranah kegiatan penataan ruang ini adalah keberlanjutan peman-
faatan ruang dalam menopang perikehidupan penduduk suatu wila-
yah.

Penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan untuk
mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif,
dan berkelanjutan ini menjadi tugas negara. Dalam hal ini, negara
memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan
masing-masing.

Secara kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang dilaksa-
nakan oleh seorang Menteri yang menyelenggarakan urusan peme-
rintahan dalam bidang penataan ruang. Adapun tugas dan tanggung
jawab menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang mencakup:
(a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang; (b)
pelaksanaan penataan ruang nasional; dan (c) koordinasi penyeleng-
garaan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas
pemangku kepentingan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15
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Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka penye-
lenggaraan penataan ruang tidak lagi menjadi urusan Kementerian
Pekerjaan Umum, tetapi sudah beralih pada Kementerian Agraria
dan Tata Ruang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dinyatakan bahwa lingkup
kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional meliputi penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata
ruang dan bidang pertanahan. Dalam hal ini penyelenggaraan urusan
tata ruang dan pertanahan sudah terintegrasi dalam satu lembaga.

B. Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan serta
Pemanfaatan Ruang

Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan representasi penataan ruang
suatu wilayah yang memvisualisasikan pola dan struktur ruang untuk
periode kedepan. Rencana tata ruang merupakan suatu proses
kesepakatan oleh pemangku kepentingan dan seluruh stake holders
yang berkepentingan dan atau menempati wilayah tersebut. Garis
besar tematik rencana tata ruang senantiasa berkembang pada setiap
periode pemerintahan yang diterjemahkan dalam RPJMN. Kita masih
ingat pada Periode RPJMN 2005-2009 dimana Bidang Tata Ruang
fokus menekankan perencanaan ruang untuk mengurangi bencana,
hal ini dipicu oleh tragedi tsunami Aceh pada Desember 2004 dengan
jumlah korban yang sebagian besar menempati wilayah pesisir
dimana diasumsikan bahwa zona pesisir tersebut kemungkinan me-
mang tidak dialokasikan untuk permukiman dalam rencana peman-
faatan ruangnya, tetapi juga disadari kurangnya kontrol terhadap
implementasi RTR yang telah ada.

Pada periode ini kita ingat banyak sekali respon daerah (pro-
vinsi, kabupaten/kota) yang cukup masif melakukan review sekaligus
momentum untuk memperbaiki RTR yang telah ada dengan menam-
bah informasi spasial bencana, sehingga dapat dikatakan bahwa RTR
yang baru telah mempertimbangkan aspek kebencanaan seperti
jenis, sebaran, dampak, serta rencana kontijensi bencana. Hal ini
ditindaklanjuti pada RPJMN periode 2010-2014 yang mengangkat isu
strategis Bidang Tata Ruang fokus pada peningkatan kualitas tata
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ruang yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan yang
disinkronkan dengan penegakan peraturan dalam rangka pengen-
dalian tata ruang. Sampai dengan level RTR kabupaten/kota, upaya
pemerintah dalam meningkatkan kualitas RTR yang direpresen-
tasikan melalui peta (informasi geospasial/IG) RTR sudah sangat
cepat dan baik misalnya dengan mengeluarkan standar prosedur atau
pedoman penyusunan Peta RTR yang lebih operasional dengan
memasukkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial budaya termasuk
didalammya aspek bencana sebagai salah satu indikator dalam kate-
gori aspek fisik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 20 Tahun 2007.

Pedoman ini mensyaratkan bahwa dalam penyusunan pola dan
struktur ruang menggunakan IG (dasar dan tematik), IG digunakan
sebagai dasar referensi geometris untuk seluruh IG tematik baik itu
tematik dasar (misal: geologi, jenis tanah, klimatologi, pengunaan
lahan), tematik analisis (misal: rawan bencana), dan tematik sintesis
(misal: satuan kemampuan lahan/ SKL). Pemerintah secara kontinyu
mengantisipasi sekaligus mempersiapkan instrumen penyusunan
tata ruang, penyelanggaraan tata ruang sampai level RTR kabu-
paten/kota dipandang masih merupakan perencanaan makro yang
belum mampu digunakan sebagai landasan operasional implemen-
tasi pembangunan.

Menurut keterangan dari salah satu pejabat di Bappenas
(Ichwan), perencanaan yang dilakukan selama ini di lokasi penelitian
bahwa urusan tata ruang kewenangan ada di Kantor Pekerjaan Umum
dan Pemerintah Daerah masing-masing dan dalam menyiapkan pem-
bangunan kota sudah menggunakan perencanaan yang baik sesuai
dengan aturan, yaitu memenuhi prinsip-prinsip kota, yaitu:

1. Mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan

2. Terintegrasi dengan semua aspek kota, seperti transportasi, saran
publik, mitigasi bencana, dan sebagainya.

Terintegrasi dengan perencanaan biaya.

Melibatkan mitra dan stakeholder.

Sesuai dengan prinsip-prinsip tentang tata kawasan dan hunian.
Mendukung respons pasar terhadap kawasan tersebut.

N oow opw

Mendukung akses menuju ke kawasan tersebut.
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8. Mengembangkan fasilitas pendukung yang sesuai.
9. Berpihak pada golongan ekonomi rendah dan kepentingan umum.
10. Memperhatikan keragaman budaya.

Namun kenyataan di lapangan menurut pengamatan Peneliti,
upaya penataan ruang di Jakarta Barat sudah disusun Rencana
Struktur Umum Tata Ruang Provinsi. Namun dalam kenyataannya,
kebanyakan rencana-rencana yang dibuat dengan susah payah tetap
tinggal sebagai rencana saja, karena tidak dapat dilaksanakan seba-
gaimana mestinya.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi
rencana tersebut, terutama yang paling menonjol adalah akibat
tumpang tindihnya berbagai jenis perencanaan pada daerah yang
sama oleh instansi yang berbeda sehingga membingungkan aparat
pelaksananya, termasuk juga tumpang tindihnya regulasi tentang
Tata Ruang.

Begitu pula dalam penyusunan perencanaan Tata Ruang wilayah
dalam pelaksanaannya telah mengesampingkan unsur-unsur perta-
nahan, baik ditinjau dari sisi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan
dan pemilikan tanah. Hal ini dapat dilihat dalam penyusunan peren-
canaan Tata Ruang Wilayah yang tidak pernah memperhatikan
pertimbangan-pertimbangan tentang bagaimana penggunaan tanah
dan pemanfaatan tanah yang ada disekitar wilayah Jakarta Barat.
Demikian juga pemilikan dan penguasaan tanah baik oleh masya-
rakat, Badan Hukum, Instansi Pemerintah tidak menjadi pertim-
bangan dalam penyusunan perencanaan tersebut. Padahal dengan
mengabaikan masalah penggunaan tanah, Pemanfaatan Tanah,
Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah akan menimbulkan berba-
gai kontra produktif bagi pembangunan itu sendiri.

Dari hasil penelitian di jakarta Barat terlihat, dampak yang
timbul akibat penyelewengan perijinan tata ruang antara lain kerusa-
kan lingkungan dan ekologi, alih fungsi lahan yang tidak sesuai
dengan existing penggunaan tanah, konflik dan sengketa pertanahan,
konflik sosial akibat konflik penguasaan tanah hingga penguasaan
pemilikan tanah secara ilegal. Hal ini terlihat dari kawasan wilayah di
lokasi penelitian dengan berdirinya bangunan-bangunan seperti
hotel, mall, komplek perumahan dan pabrik-pabrik yang berdiri
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tidak tertata di tengah-tengah pemukiman warga/penduduk. Oleh
karena itu menjadi sangat penting untuk mengintegrasikan kebi-
jakan penataan pertanahan dalam penyusunan perencanaan wilayah
guna menunjang lancarnya pembangunan yang berkelanjutan tanpa
harus banyak mengorbankan kepentingan masyarakat sesuai yang
diamanatkan dalam Peraturan presiden (Perpre) Nomor 17 Tahun
2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang.

Selanjutnya kebijakan pertanahan dituangkan dalam peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang. Penertiban pera-
turan ini dilandasi pada latar belakang yang memberikan kewe-
nangan semakin besar kepada Pemerintah Daerah dalam penyeleng-
garaan Tata Ruang. Disamping keberadaan ruang yang terbatas dan
pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya
penataan ruang, sehingga diperlukan penyelenggaraaan penataan
ruang yang transparan , efektip, dan partisipatip agar terwujud ruang
yang aman, nyaman produktip dan berkelanjutan.

Seharusnya dengan dikeluarkannya Perpres nomor 17 tahun 2015
tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang, sangat penting pena-
taan ruang diiintegrasikan di Kementrian agraria supaya property
right (Hak Kepemilikan suatu tanah) tidak bertentangan dengan
development right (hak pemanfaatan suatu tanah) atau tidak terjadi
konflik. Jadi perlu ada komitmen dan koordinasi lintas sektoral, baik
di provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Dengan adanya rencana detail tata ruang, pemerintah mem-
berikan ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
demi kesejahteraan bersama. Hal ini sesuai amanat konstitusional
Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) dimana Bumi, air
dan Ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Makna “dikuasai“ disini Negara diberi kewenangan untuk
mengatur peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan
bumi, air dan ruang angkasa sesuai yg termaktub dalam Pasal 2 UUPA
dimana ini menjadi kewenangan dari Kementrian Agraria dan Tata
Ruang.
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Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Perta-
nahan Jakarta Barat (Sumanto), selama ini instansi-instansi terkait
seperti Badan Perencana Daerah(Bappeda), Pekerjaan Umum dan
Pemerintah Daerah Jakarta Barat tidak pernah melakukan koordinasi
dengan Kantor Pertanahan Jakarta Barat, dalam menyusun perenca-
naan Tata Ruang. Kantor Pertanahan Jakarta Barat tidak mempunyai
peran sama sekali dalam penyusunan Tata Ruang meskipun Pera-
turan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementrian Agraria dan tata Ruang sudah memberikan sinyal di
bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara di bidang perta-
nahan.

Seharusnyapemangku kebijakan harus berkomitmen menata
ruang dengan baik dan harmonis demi kenyamanan dan keten-
teraman. Diperlukan juga adanya peta untuk mengatur Tata Ruang
guna menyelesaikan tumpang tindihnya pemanfaatan atas lahan,
karenanya pemetaan bidang-bidang tanah harus tranparan dan
dipetakan dengan baik supaya administrasi pertanahan dapat terpeli-
hara dengan baik.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(UUPR) mengamanatkan bahwa semua tingkatan administrasi
pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota diwa-
jibkan menyusun Rencana Tata Ruang (RTR). Oleh sebab itu,
implementasi rencana tata ruang melalui pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang perlu diperhatikan. Dalam rangka
pemanfaatan ruang terdapat dokumen rencana pembangunan yang
juga menjadi acuan bagi pengguna ruang, baik di Pusat maupun
Daerah.

Menurut UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah dan Peme-
rintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Pan-
jang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Baik Undang-undang (UU) SPPN
maupun Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) menghendaki
sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang
dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih
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khusus lagi, UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025
mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dica-
pai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan. Namun demikian, upaya sinkronisasi di daerah kerap
menemui kendala.

Hal ini disebabkan karena meskipun sudah tersedia peraturan
perundangan yang mengindikasikan perlunya keintegrasian doku-
men perencanaan, namun hal ini belum dituangkan secara eksplisit
untuk mewajibkan daerah melakukan sinkronisasi dokumen peren-
canaan. Seandainya para pemangku kebijakan dalam lintas sektoral
saling koordinasi dengan baik, tentunya tujuan dari penataan ruang
untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berke-
lanjutan dapat tercapai.

Kegiatan penataan ruang harus dikaitkan juga dengan perenca-
naan pembangunan sehingga dokumen yang dihasilkan dari kegiatan
penataan ruang dan perencanaan pembangunan sama-sama dituju-
kan untuk memprediksi kegiatan yang akan dilakukan di masa men-
datang. Selain itu, rencana tata ruang sebagai hasil dari kegiatan
perencanaan tata ruang merupakan bagian dari proses perencanaan
pembangunan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti
telah disebutkan sebelumnya bahwa pemanfaatan ruang merupakan
serangkaian program pelaksanaan beserta pembiayaannya selama
jangka waktu perencanaan. Kegiatan pemanfaatan ruang antara lain
berupa penyuluhan dan pemasyarakatan rencana, penyusunan
program, penyusunan peraturan pelaksanaan dan perangkat insentif
dan disinsentif, penyusunan dan pengusulan proyek dan pelaksanaan
program dan proyek (Oetomo, 1998). Rencana tata ruang harus dapat
dioperasionalisasikan sehingga dapat menjadi strategi dan kebijaksa-
naan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang
telah ditetapkan. Disamping itu, rencana tata ruang daerah harus
berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi program/proyek yang
akan dilaksanakan di daerah yang berasal dari berbagai sumber dana,
sebagai wujud dari pemanfaatan rencana tata ruang di daerah.
Selanjutnya dari hasil wawancaradengan Kabul Paminto dari Kantor
Pertanahan(Kantah), belum ada peta pengembangan wilayah. Lebih
lanjut dikatakan bahwa Kantor Pertanahan Jakarta Barat, masih
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mengacu pada kewenangan PeraturanKepala Badan Pertanahan
Nasional Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional dimana ketu-
gasan tentang Tata Ruang belum disesuaikan dengan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional sesuai dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/-
Badan Pertanahan Nasional.

Dengan demikian ketugasan dan kewenangan Kantor Perta-
nahan Jakarta Barat dalam mengintegrasikan di bidang Tata Ruang
belum berfungsi secara optimal.

C. Kesiapan Kantor Pertanahan dalam Integrasi Tata Ruang
dan Pertanahan

Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Pengendalian Peman-
faatan Ruang. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (UUPR) mengamanatkan bahwa semua tingkatan adminis-
trasi pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota
diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang (RTR). Oleh sebab itu,
implementasi rencana tata ruang melalui pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang perlu diperhatikan. Dalam rangka
pemanfaatan ruang terdapat dokumen rencana pembangunan yang
juga menjadi acuan bagi pengguna ruang, baik di Pusat maupun
Daerah. Menurut UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Baik Undang-undang (UU)
SPPN maupun Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) menghen-
daki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang
yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan.
Lebih khusus lagi, UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional
2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang
dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan. Namun demikian, upaya sinkronisasi di
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daerah kerap menemui kendala. Hal ini disebabkan karena meskipun
sudah tersedia peraturan perundangan yang mengindikasikan perlu-
nya keintegrasian dokumen perencanaan, namun hal ini belum
dituangkan secara eksplisit untuk mewajibkan daerah melakukan
sinkronisasi dokumen perencanaan.

Seperti diamanatkan dalam UU No 26 Th 2007 pasal n
“Pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan
penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang
wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kota artinya wewenang dalam pelaksa-
naan perencanaan tata ruang di wilayah Jakarta Barat pada pemerin-
tah kota Jakarta Barat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang ada saat ini
berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan tata ruang dan perta-
nahan secara terintegrasi. Sebagai contoh adalah, dalam aspek
penguasaan dan pemilikan tanah melalui pendaftarana tanah. Selama
ini pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, dilakukan oleh
BPN sesuai janji Pemerintah yang dituangkan dalam pasal 10 PP
nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, itupun belum
seluruh bidang-bidang tanah di Indonesia seluruhnya terdaftar.
Tanah-tanah yang termasuk dalam kawasan hutan dan tanah-tanah
ulayat masyarakat hukum adat tidak tercover pendaftarannya di
BPN. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007
tentang penataan ruang dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Men-
teri Agraria dan tata ruang/BPN tentang Organisasi dan tata kerja
Kementrian ATR/BPN, maka pendaftaran tanah sekaligus penataan
ruang memungkinkan dilakukan tidak hanya bidang-bidang tanah di
luar kawasan hutan, tetapi termasuk kawasan hutan dan tanah ulayat
masyarakat hukum adat. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari
Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 35/PUU-X/2012
yang memutuskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara
sehingga tanah hutan tersebut perlu didaftarkan (minimal diregis-
trasi) oleh kementerian yang berwenang. Selain itu prinsip pendaf-
taran tanah yang didorong pelaksanaannya adalah pendaftaran tanah
secara aktif oleh Pemerintahdengan cara ajudikasi/pendaftaran
tanah sistimatis, prona, proda dan lain-lain harus digalakkan supaya
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semua bidang tanah di seluruh Indonesia bisa terdaftar sehingga
memudahkan pemerintah dalam melakukan pembangunan disam-
ping juga melayani pendaftaran tanah pasif/sporadis yang iniisiatif-
nya datang dari pemohon. Hal ini dilakukan mengingat bahwa hak
atas tanah merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang kepen-
tingannya harus dilindungi dengan melakukan Pendaftaran Tanah.

Terkait dengan perijinan penggunaan dan pemanfaatan ruang
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka perlu disinkro-
nisasi dengan pemberian hak atas tanahnya, termasuk pemberian
pertimbangan teknis pertanahannya. Maksudnya, apabila ada peri-
jinan berkenaan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang, maka
aspek penguasaan dan pemilikan tanah pada ruang yang dimintakan
ijin harus clear&clean terlebih dahulu. Pertimbangan disetujui atau
tidak disetujuinya sebuah perijinan penggunaan dan pemanfaatan
ruang harus satu paket dengan pelayanan pemberian hak atas tanah-
nya atau adanya kepastian perihal penguasaan dan pemilikan tanah-
nya. Hal ini dilakukan agar, setelah ijin diberikan tidak memun-
culkan konflik penguasaan maupun konflik penggunaan ruangnya.

Bahkan kelembagaan tata ruang dan pertanahan dapat melaku-
kan pengawasan, monitoring dan pembinaan terhadap pihak-pihak
yang mengajukan ijin, termasuk proses-proses pembangunannya.
Dengan demikian integrasi penataan ruang dan pertanahan harus
segera diserahkan ke Kementrian ATR/BPN supaya tumpang tindih-
nya peraturan dan timbulkan konflik pertanahan dapat dimini-
malisir.

Berkenaan dengan hal-hal di atas maka perlu disiapkan kete-
gasan peraturan yang menjadi payung hukum Kementrian ATR/BPN
agar kewenangan/ketugasandalam kebijakan penataan dan peman-
faatan ruangsampai tingkat kabupaten/kota dapat dilaksanakan,
karena seperti yang sudah diterangkan di atas hingga tulisan ini
dibuat Kementrian ATR/BPN di Jakarta Barat belum pernah diajak
koordinasi dalam perencanaan penyusunan tata ruang meski kelem-
bagaan ATR/BPN sudah berusia 2 tahun. Hal ini menjadi kepri-
hatinan kita selaku aparat ATR/BPN mengingat tugas pokok dan
fungsi dalam penataan ruang di daerah belum dilibatkan sesuai yang
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tertuang dalam regulasi. Hal-hal yang perlu disiapkan secara kelem-

bagaan di Kantah Jakarta barat dan daerah-daerah lain dalam kebi-

jakan penataan ruang adalah menyiapkan:

a. Harmonisasi regulasi dan content; agar persamaan persepsi antara
‘agraria’ dalam UUPA dan ‘ruang’ dalam UUPR merupakan entry
point dalam harmonisasi pengaturan penguasaan tanah (land
tenure) dan sumber-sumber agraria lainnya dengan penggunaan
dan pemanfaatan ruangnya. Kelembagaan penataan ruang dalam
Kementerian ATR/BPN harus mampu melakukan harmonisasi ini,
mengingat kelembagaan tersebut sudah berada dalam satu
kementerian.

b. Menempatkan penyelenggaraan penataan ruang (perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan) dalam bingkai land
management. Dalam hal ini, penguasaan dan pemilikan tanah
merupakan satu kesatuan dengan penggunaan dan pemanfaatan
ruang. Secara administratif, proses pemberian hak atas tanah
harus terintegrasi dengan pemanfaatan ruangnya.

c. Integrasi Kelembagaan Tata Ruang Daerah. Selama ini kelemba-
gaan tata ruang di daerah berada di pemerintah daerah, baik di
Bappeda maupun di SKPD lainnya. Bahkan ada pemda yang
memiliki beberapa struktur institusi yang mengurusi tata ruang,
misal: di Bappeda ada Bidang Tata ruang, di Dinas PU juga ada
Bidang Tata Ruang dan di Sekretariat Daerah juga ada Bagian Tata
Ruang. Sinkronisasi dilakukan oleh BKPRD yang diketuai oleh
Sekretaris Daerah. Dalam hal adanya beberapa struktur institusi
tata ruang yang berbeda-beda, maka perlu dilakukan integrasi
menjadi satu SKPD teknis yang berupa dinas, agar kelembagaan
tata ruang daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Disisi
lain, pengelolaan agraria dan pertanahan dilakukan oleh Kanwil
BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai institusi
vertikal di bawah BPN.

d. Pengaturan hubungan antara kelembagaan tata ruang daerah
dengan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ini
sangat penting dalam rangka integrasi pemberian hak atas tanah
(oleh BPN) dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang (oleh



Integrasi Perecanaan Tata Ruang dan Pertanahan ... 201

Pemda) yang keduanya berada di bawah koordinasi Kementerian
ATR/BPN.

Beberapa hal di atas harus segera mendapatkan respon, baik
oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN maupun oleh Peme-
rintah Daerah. Perbedaan kewenangan antara BPN sebagai lembaga
vertikal dengan Pemerintah Sebagai lembaga pemerintahan di
daerah yang otonom perlu koordinasi aktif untuk menguatkan
sinkronisasi dan integrasi penyelenggaraan penataan ruang. Pengin-
tegrasian pemberian hak atas tanah dengan kebijakan penggunaan
dan pemanfaatan ruang akan memberikan kemudahan dalam proses-
proses perijinan, sekaligus berperan dalam pengendalian peman-
faatan ruang dan mengantisipasi terjadinya konflik penguasaan atas
tanah dan konflik penggunaan dan pemanfaatan ruang. Pertanyaan
yang timbul: Siapkah Kementrian ATR/BPN berperan aktif untuk
mewujudkan integrasi beberapa lembaga lintas sektoral yang selama
ini mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penataan ruang
untuk tertibnya pembangunan yang berkelanjutan.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh keterangan
bahwa dalam perencanaan pembangunan sudah menggunakan
prinsip-prinsip perencanaan kota yang baik sesuai aturan-aturan
yang ditentukan, seperti misalnya:
a. Sudah mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
b. Terintegrasi dengan semua aspek kota, seperti transportasi,

saran publik, mitigasi bencana, dan sebagainya.

c. Terintegrasi dengan perencanaan biaya.
d. Melibatkan mitra dan stakeholder.

®

Sesuai dengan prinsip-prinsip tentang tata kawasan dan
hunian.

Mendukung respons pasar terhadap kawasan tersebut.
Mendukung akses menuju ke kawasan tersebut.

=@ o

Mengembangkan fasilitas pendukung yang sesuai.

p— o

Berpihak pada golongan ekonomi rendah dan kepentingan
umum.
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j. Memperhatikan keragaman budaya.

Akan tetapi pula dalam penyusunan perencanaan Tata Ruang
wilayah telah mengesampingkan unsur-unsur pertanahan, baik
ditinjau dari sisi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan
pemilikan tanah. Hal ini dapat dilihat dalam penyusunan peren-
canaan Tata Ruang Wilayah yang tidak pernah memperhatikan
pertimbangan-pertimbangan tentang bagaimana penggunaan
tanah dan pemanfaatan tanah yang ada serta, pemilikan dan
penguasaan tanah tanah baik oleh masyarakat, Badan Hukum,
Instansi Pemerintah tidak menjadi pertimbangan dalam penyu-
sunan perencanaan tersebut. Padahal dengan mengabaikan
masalah penggunaan tanah, Pemanfaatan Tanah, Penguasaan
Tanah dan Pemilikan Tanah sehingga menimbulkan berbagai
kontra produktif bagi pembangunan itu sendiri.

2. Dampak yang timbul akibat penyelewengan perijinan tata ruang
antara lain kerusakan lingkungan dan ekologi, alih fungsi lahan
yang tidak sesuai dengan existing penggunaan tanah, konflik dan
sengketa pertanahan, konflik sosial akibat konflik penguasaan
tanah hingga penguasaan pemilikan tanah secara ilegal.Hal ini
dapat dilihat dari kawasan wilayah lokasi penelitian dengan berdi-
rinya bangunan-bangunan seperti hotel, mall, komplek peru-
mahan dan pabrik-pabrik yang berdiri tidak tertatadi tengah-
tengah pemukiman warga/penduduk.

3. Setelah dilakukan konfirmasi dengan Kepala Kantor Pertanahan
Jakarta Barat, ternyata dalam penyusunan perencanaan tata ruang
, Kantor Pertanahan tidak terlibat sama sekali sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang dituangkan dalam regulasi Peraturan Pre-
siden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kemen-
terian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

4. Badan Pertanahan Nasional di tingkat daerah hingga saat ini
dalam melaksanakan ketugasannya masih mengacu pada kewe-
nangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional/Peraturan
Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
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Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional dimana ketugasan tentang
Tata Ruang belum disesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
sesuai dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Orga-
nisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional.

Saran

1.

Perencanaan yang komprehensip harus mempunyai pandangan
yang jauh ke depan. Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksa-
naan dan pembangunan harus diwujudkan dalam kenyataan,
dengan mengesampingkan arogansi sektoral dan egosentrisme
wilayah yang cenderung menggunakan kaca mata kuda.
Alternatif perencanaan dan evaluasinya yang tajam selayaknya
digarap dengan tuntas lebih dahulu, sebelum pemerintah daerah
menempuh sikap untuk rancangan dan pelaksanaan pem-
bangunan.

Peran serta dalam proses perencanaan Tata Ruang wilayah harus
benar-benar diperhatikan.

Integrasi dalam bentuk yang harmonis dalam perencanaan tata
ruang, harus dilakukan secara terkoordinasi.

Harus ada keberanian dari Kementerian Agraria dan Tata Ru-
ang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengintegrasikan penata-
an ruang dan pertanahan dalam satu kewenangan, yaitu di Ke-
menterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
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